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 This study aims to analyze and reconstruct the concept of productive waqf 
within the framework of Islamic economic law by integrating the principles of 
maqāṣid al-sharī‘ah and sustainable development. Productive waqf has 
significant potential as an Islamic social finance instrument that functions not 
only as religious philanthropy but also as a mechanism for economic 
empowerment, social equity, and environmental sustainability. However, this 
potential remains underutilized due to regulatory limitations, weak 
institutional governance, and the low professionalism of nazhir. This research 
adopts a qualitative approach using a normative juridical method, 
complemented by conceptual and comparative approaches. Data were 
collected through library research on statutory regulations, Islamic economic 
law literature, and relevant previous studies. The findings indicate that the 
reconstruction of productive waqf law should emphasize a maslahah-oriented 
impact approach, strengthen nazhir professionalism, and integrate Islamic 
financial innovation and digital technology. Such reconstruction is essential to 
ensure that productive waqf plays a sustainable role in supporting economic, 
social, and environmental development. 
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 Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merekonstruksi konsep wakaf produktif 
dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan mengintegrasikan prinsip maqāṣid 
al-syarī‘ah dan pembangunan berkelanjutan. Wakaf produktif memiliki potensi 
strategis sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai 
filantropi keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi, pemerataan 
kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan. Namun, potensi tersebut belum optimal 
akibat keterbatasan regulasi, lemahnya tata kelola kelembagaan, serta rendahnya 
profesionalisme nazhir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode yuridis-normatif yang diperkaya pendekatan konseptual dan perbandingan. 
Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-
undangan, literatur hukum ekonomi syariah, dan penelitian terdahulu. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum wakaf produktif perlu diarahkan 
pada penguatan orientasi kemaslahatan (maslahah-oriented impact), profesionalisasi 
nazhir, serta integrasi inovasi keuangan syariah dan teknologi digital. Rekonstruksi 
tersebut penting untuk memastikan wakaf produktif berkontribusi secara 
berkelanjutan terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 
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PENDAHULUAN 

Wakaf produktif memiliki potensi strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi 

umat yang mampu menopang ketahanan ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan sosial, 

dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Berbagai studi menunjukkan bahwa wakaf 

produktif dapat dioptimalkan untuk pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, 

perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur ekonomi berbasis komunitas, 

khususnya di tengah tekanan ekonomi global dan resesi kontemporer (Huda & Supriyadi, 

2025); (Budalamah et al., 2019). Model wakaf produktif seperti cash waqf dan kemitraan 

investasi syariah terbukti mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga 

tujuan sosial wakaf, sehingga menempatkan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam 

yang berkelanjutan (Ascarya et al., 2022). 

Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya terwujud akibat 

lemahnya implementasi kerangka hukum wakaf produktif. Regulasi wakaf di Indonesia dan 

Malaysia cenderung masih bersifat normatif dan administratif, belum sepenuhnya adaptif 

terhadap dinamika ekonomi modern dan kebutuhan pengelolaan aset secara produktif. 

Ketidaksinkronan antara tujuan maqāṣid al-syarī‘ah dan desain hukum positif menyebabkan 

wakaf lebih banyak dikelola secara tradisional dan konsumtif, sehingga aset wakaf sering kali 

stagnan dan tidak memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat (Huda & 

Supriyadi, 2025); (Hadi et al., 2025). 

Selain persoalan regulasi, tantangan serius juga muncul dari aspek manajerial dan 

kelembagaan. Rendahnya profesionalisme nazhir, minimnya literasi hukum wakaf, serta 

kurangnya sistem pengawasan dan akuntabilitas menghambat pengelolaan wakaf produktif 

secara optimal. Penelitian empiris menunjukkan bahwa banyak aset wakaf, khususnya wakaf 

berbasis masjid dan tanah, tidak dikelola secara efisien akibat keterbatasan kapasitas sumber 

daya manusia dan lemahnya tata kelola kelembagaan (Wahyuni, 2020); (Abror et al., 2021). 

Kondisi ini memperlebar kesenjangan antara potensi wakaf produktif sebagai instrumen 

ekonomi umat dan realitas implementasinya di lapangan. 

Oleh karena itu, upaya menjembatani kesenjangan tersebut menuntut reformasi hukum 

wakaf yang holistik dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Integrasi prinsip 

maqāṣid al-syarī‘ah, inovasi produk keuangan syariah, serta pemanfaatan teknologi digital 

menjadi agenda mendesak dalam penguatan wakaf produktif. Pengembangan instrumen 

seperti waqf-linked sukuk, pemanfaatan blockchain untuk transparansi pengelolaan dana 

wakaf, serta integrasi wakaf dengan financial technology diyakini mampu meningkatkan 

efisiensi, akuntabilitas, dan daya tari(Çilingir, 2022)k wakaf produktif di era modern (Ismail 

et al., 2024); (Al-Saudi, 2023); (Ulum et al., 2025). Dengan demikian, reformasi regulasi yang 

disertai penguatan kapasitas nazhir dan inovasi kelembagaan menjadi kunci optimalisasi 

wakaf produktif sebagai pilar pembangunan ekonomi dan sosial umat. 

Perkembangan sosial-ekonomi modern menuntut rekonstruksi hukum wakaf agar tetap 

relevan dan fungsional dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah. Kerangka hukum wakaf 

yang masih berorientasi normatif dan administratif belum sepenuhnya mampu menjawab 

kebutuhan pengelolaan aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan. Padahal, wakaf 

memiliki potensi strategis sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang dapat mendukung 

ketahanan ekonomi lokal, pemberdayaan umat, dan stabilitas ekonomi di tengah tantangan 

global. Oleh karena itu, reformasi hukum wakaf perlu diarahkan pada penguatan prinsip 
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produktivitas, efisiensi, dan kemaslahatan sesuai dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya 

dalam konteks pengelolaan aset dan distribusi manfaat wakaf .(Çilingir, 2022). 

Aspek krusial lain yang menegaskan urgensi rekonstruksi hukum wakaf adalah tata 

kelola nazhir sebagai aktor utama dalam pengelolaan wakaf. Lemahnya regulasi terkait 

profesionalisme, akuntabilitas, dan kapasitas nazhir berdampak langsung pada rendahnya 

kinerja pengelolaan wakaf dan meningkatnya risiko aset wakaf terbengkalai. Sejumlah kajian 

menunjukkan bahwa penguatan tata kelola nazhir melalui pendekatan good corporate 

governance, dukungan regulasi yang jelas, serta pemanfaatan teknologi digital untuk 

transparansi dan pelaporan menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum wakaf 

kontemporer (Nashirudin et al., 2025); (Hazna, 2021). Dengan demikian, rekonstruksi hukum 

wakaf harus menempatkan penguatan kelembagaan nazhir sebagai pilar utama agar 

pengelolaan wakaf berjalan profesional dan berorientasi pada keberlanjutan. 

Selain pengelolaan aset dan tata kelola nazhir, rekonstruksi hukum wakaf juga 

diperlukan untuk memastikan pemanfaatan hasil wakaf secara adaptif dan berkeadilan. 

Kerangka hukum yang kaku sering kali menghambat transformasi aset wakaf yang tidak 

produktif menjadi aset bernilai ekonomi tinggi, sehingga wakaf gagal berkontribusi optimal 

terhadap pengentasan kemiskinan dan keadilan ekonomi. Padahal, secara normatif Hukum 

Ekonomi Syariah membuka ruang fleksibilitas melalui mekanisme istibdāl dan inovasi 

kelembagaan untuk menjaga kemaslahatan wakaf. Oleh karena itu, integrasi hukum Islam 

dan hukum positif dalam suatu kerangka hukum wakaf yang komprehensif—termasuk 

insentif fiskal, perlindungan konstitusional aset wakaf, dan inovasi instrumen keuangan 

syariah—menjadi kunci agar wakaf mampu berperan signifikan dalam pembangunan 

ekonomi dan keadilan sosial kontemporer (Lita, 2020). 

Integrasi wakaf produktif dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development) menempatkan wakaf tidak hanya sebagai instrumen filantropi keagamaan, 

tetapi sebagai pilar strategis ekonomi syariah yang mampu menopang dimensi ekonomi, 

sosial, dan lingkungan secara simultan. Dalam konteks agenda global SDGs, wakaf produktif 

memiliki karakter jangka panjang, stabil, dan berbasis nilai kemaslahatan yang sejalan dengan 

prinsip keberlanjutan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat 

dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat, sehingga berkontribusi langsung pada pengurangan kemiskinan, peningkatan 

kesejahteraan sosial, dan ketahanan ekonomi berbasis komunitas (Ramadhan & Hayatullah, 

2025). Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf produktif berpotensi menjadi alternatif 

pembiayaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. 

Selain dimensi ekonomi dan sosial, integrasi wakaf produktif dengan pembangunan 

berkelanjutan juga mencakup dimensi lingkungan yang selama ini relatif terabaikan dalam 

praktik perwakafan. Model wakaf hijau, seperti pengelolaan hutan wakaf produktif berbasis 

fiqh bi’ah, menunjukkan bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen konservasi 

lingkungan sekaligus sumber ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Pendekatan 

Hima dalam pengelolaan hutan wakaf terbukti mampu menjaga keseimbangan antara 

pemanfaatan ekonomi dan pelestarian ekologi, sehingga menjadikan wakaf sebagai 

instrumen etis dalam tata kelola sumber daya alam(Umam et al., 2024); (Oseni et al., 2025). 
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Hal ini menegaskan bahwa wakaf produktif memiliki kapasitas normatif dan praktis untuk 

mendukung agenda green economy dan blue economy dalam kerangka ekonomi syariah. 

Namun demikian, optimalisasi integrasi wakaf produktif dengan prinsip 

pembangunan berkelanjutan masih menghadapi tantangan serius, terutama pada aspek 

regulasi, tata kelola, dan inovasi kelembagaan. Fragmentasi manajemen wakaf, keterbatasan 

literasi publik, serta kerangka hukum yang belum sepenuhnya adaptif menghambat 

transformasi wakaf menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, 

reformasi hukum wakaf yang berorientasi pada produktivitas dan keberlanjutan, serta 

pemanfaatan teknologi digital dan fintech syariah, menjadi prasyarat penting dalam 

memperkuat transparansi, partisipasi, dan efektivitas pengelolaan wakaf (Huda & Supriyadi, 

2025); (Ulum et al., 2025). Dengan sinergi antara prinsip syariah, kebijakan publik, dan inovasi 

teknologi, wakaf produktif dapat dikonstruksikan sebagai instrumen ekonomi syariah yang 

relevan dan strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan global. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan model integrasi 

wakaf produktif dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perspektif hukum 

ekonomi syariah, sehingga wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi 

keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian pengelolaan wakaf produktif 

dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), serta 

mengidentifikasi tantangan regulasi, tata kelola, dan kelembagaan yang menghambat 

optimalisasi wakaf produktif. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan 

rekomendasi rekonstruksi hukum dan penguatan kelembagaan wakaf—termasuk peran 

nazhir, inovasi instrumen keuangan syariah, dan pemanfaatan teknologi digital—agar wakaf 

produktif mampu berkontribusi secara berkelanjutan terhadap pemberdayaan ekonomi 

umat, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-

normatif yang diperkaya dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. 

Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum wakaf, baik 

dalam hukum Islam maupun hukum positif, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan 

wakaf produktif dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendekatan konseptual 

dimanfaatkan untuk mengkaji konsep wakaf produktif, maqāṣid al-syarī‘ah, dan sustainable 

development sebagai kerangka analisis integratif dalam hukum ekonomi syariah, sedangkan 

pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan model pengaturan dan praktik 

wakaf produktif di beberapa negara sebagai bahan perumusan rekomendasi rekonstruksi 

hukum. 

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan 

hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan tentang wakaf, fatwa lembaga 

otoritatif, serta dokumen kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan. Bahan hukum 

sekunder mencakup buku teks, artikel jurnal ilmiah bereputasi, hasil penelitian terdahulu, 

dan publikasi akademik yang relevan dengan wakaf produktif, hukum ekonomi syariah, dan 

SDGs. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan indeks hukum yang 

digunakan untuk memperkuat pemahaman terminologis dan konseptual. 
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Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) 

dengan menelusuri dan mengkaji secara sistematis literatur hukum dan ekonomi syariah 

yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis 

deskriptif-analitis dan analisis preskriptif, dengan menafsirkan norma hukum secara 

sistematis dan mengaitkannya dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah serta agenda 

pembangunan berkelanjutan. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan 

model integrasi wakaf produktif berbasis keberlanjutan dan rekomendasi rekonstruksi 

hukum wakaf yang adaptif, aplikatif, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Integrasi Wakaf Produktif dengan Prinsip Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Pembangunan 

Berkelanjutan 

Wakaf produktif menempati posisi strategis sebagai instrumen ekonomi syariah yang 

secara substantif merepresentasikan aktualisasi maqāṣid al-syarī‘ah. Tidak seperti wakaf 

konsumtif yang bersifat statis, wakaf produktif dirancang untuk menghasilkan nilai tambah 

ekonomi secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat. 

Dalam kerangka maqāṣid, wakaf produktif secara langsung mendukung ḥifẓ al-dīn melalui 

pembiayaan lembaga pendidikan dan dakwah Islam, sebagaimana praktik historis dan 

kontemporer pengelolaan wakaf di Al-Azhar Mesir yang menopang keberlangsungan 

pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, dan pengembangan institusi keilmuan Islam 

(Kasdi, 2018). Model ini menegaskan bahwa perlindungan agama tidak hanya dimaknai 

secara normatif, tetapi juga diwujudkan melalui sistem ekonomi yang menopang 

keberlanjutan institusi keagamaan (Rusydiana et al., 2025). 

Wakaf produktif berkontribusi signifikan terhadap ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-‘aql melalui 

pembiayaan layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, serta pengembangan pendidikan dan 

intelektual masyarakat. Berbagai studi menunjukkan bahwa wakaf produktif telah digunakan 

untuk mendirikan rumah sakit, pusat layanan kesehatan, sekolah, universitas, dan 

perpustakaan yang memberikan akses layanan dasar secara inklusif (Alam et al., 2018) Dalam 

perspektif maqāṣid, perlindungan jiwa dan akal merupakan prasyarat utama bagi 

pembangunan manusia yang berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi wakaf produktif dalam 

sektor sosial dan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi, tetapi juga 

sebagai mekanisme sistemik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya 

saing umat (Mohamed & Akande, 2025). 

Pada aspek yang lebih luas, wakaf produktif juga berperan penting dalam mewujudkan 

ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-māl melalui penguatan kesejahteraan keluarga, keberlanjutan aset, dan 

keadilan ekonomi. Pengelolaan wakaf secara produktif memungkinkan terciptanya sumber 

pembiayaan jangka panjang bagi program perlindungan keluarga, pendidikan anak, serta 

pengembangan ekonomi umat yang berorientasi pada pemerataan (Lita, 2020). Model-model 

wakaf produktif kontemporer seperti cash waqf dan self-managed waqf menunjukkan 

potensi besar wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus menjaga 

keberlanjutan aset wakaf agar tidak terdepresiasi (Ascarya et al., 2022). Dengan demikian, 

wakaf produktif dapat dipahami sebagai instrumen maqāṣid-oriented yang 
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mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi dalam satu kerangka pembangunan 

syariah yang holistik dan berkelanjutan. 

Wakaf produktif memiliki kesesuaian yang kuat dengan dimensi ekonomi 

pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mendukung pembiayaan jangka panjang yang 

stabil dan berbasis nilai. Melalui pengelolaan aset wakaf secara produktif, wakaf dapat 

dialokasikan untuk mendanai proyek infrastruktur berkelanjutan, penguatan ekonomi lokal, 

serta pengembangan usaha berbasis komunitas. Integrasi wakaf tunai dengan instrumen 

keuangan syariah modern, seperti sukuk dan skema pembiayaan berkelanjutan, tidak hanya 

meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan wakaf, tetapi juga memperluas inklusi 

keuangan dan kontribusinya terhadap pencapaian SDGs. Dengan karakteristik non-profit 

oriented namun berorientasi keberlanjutan, wakaf produktif berpotensi menjadi alternatif 

sumber pendanaan pembangunan yang resilien di tengah keterbatasan fiskal negara  (Tahiri-

Jouti, 2022); (Jafar et al., 2025). 

Pada dimensi sosial, wakaf produktif berfungsi sebagai instrumen distribusi 

kesejahteraan yang mampu menjembatani kebutuhan sosial jangka pendek dan jangka 

panjang. Wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, 

ketahanan pangan, serta program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Sinergi 

antara wakaf dan instrumen filantropi Islam lainnya, seperti zakat, memperkuat peran wakaf 

dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, sekaligus meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, wakaf produktif tidak hanya 

berperan sebagai mekanisme bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan 

yang mendorong kemandirian ekonomi dan pembangunan komunitas yang inklusif  (Ali et 

al., 2019); (Khare et al., 2025). 

Pada dimensi lingkungan, wakaf produktif menunjukkan relevansi yang semakin 

signifikan melalui pengembangan konsep wakaf hijau dan pengelolaan sumber daya alam 

berkelanjutan. Model pengelolaan hutan wakaf produktif berbasis fiqh bi’ah, seperti 

pendekatan Hima, menegaskan bahwa wakaf dapat menjadi instrumen etis dalam menjaga 

keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Selain itu, 

pendayagunaan wakaf untuk pembiayaan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan 

infrastruktur hijau memperkuat kontribusi wakaf terhadap agenda green economy dan 

sustainable cities. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya selaras secara normatif 

dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, tetapi juga relevan secara fungsional dalam 

menjawab tantangan krisis lingkungan global (Jafar et al., 2025); (Umam et al., 2024). 

Tabel 1.  

Tabel Kesesuaian Wakaf Produktif dengan Dimensi Pembangunan Berkelanjutan 

Dimensi Bentuk Kesesuaian Wakaf Produktif 

Kontribusi terhadap 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

Ekonomi 

Pendanaan proyek produktif dan 

infrastruktur berkelanjutan melalui wakaf 

tunai dan instrumen keuangan syariah 

Penguatan ekonomi lokal, 

inklusi keuangan, dan 

pembiayaan SDGs 

Sosial 

Pembiayaan pendidikan, kesehatan, 

ketahanan pangan, dan pemberdayaan 

komunitas 

Pengurangan kemiskinan, 

peningkatan kualitas hidup, 

dan keadilan sosial 
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Dimensi Bentuk Kesesuaian Wakaf Produktif 

Kontribusi terhadap 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

Lingkungan 

Wakaf hijau, pengelolaan hutan wakaf 

produktif berbasis fiqh bi’ah, dan 

pembiayaan energi terbarukan 

Pelestarian lingkungan, green 

economy, dan pembangunan 

kota berkelanjutan 

 

Perluasan parameter penilaian wakaf produktif dari sekadar sharia compliance menuju 

maslahah-oriented impact menandai pergeseran paradigma penting dalam ekonomi dan 

filantropi Islam kontemporer. Pendekatan kepatuhan syariah selama ini menitikberatkan 

pada aspek legal-formal, seperti kehalalan sumber dana, kesesuaian akad, serta kepatuhan 

terhadap ketentuan fikih wakaf. Meskipun pendekatan ini merupakan prasyarat normatif 

yang tidak dapat ditinggalkan, ia sering kali berhenti pada level prosedural dan belum secara 

memadai mengukur sejauh mana wakaf benar-benar menghadirkan kemanfaatan nyata bagi 

masyarakat (Abdullah, 2018). Akibatnya, banyak praktik wakaf yang secara hukum sah, 

tetapi secara sosial dan ekonomi belum optimal dalam menjawab problem kemiskinan, 

ketimpangan, dan keberlanjutan pembangunan. 

Pendekatan maslahah-oriented impact hadir sebagai respons atas keterbatasan tersebut 

dengan menempatkan kemaslahatan sebagai parameter utama evaluasi wakaf produktif. 

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, keberhasilan wakaf tidak hanya diukur dari kepatuhan 

normatif, tetapi dari kemampuannya menghasilkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan 

yang berkelanjutan. Sejumlah studi menegaskan bahwa wakaf yang dikelola dengan orientasi 

dampak memiliki korelasi kuat dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 

(SDGs), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan 

dan kesehatan, serta keadilan ekonomi (Rusydiana et al., 2025). Dengan demikian, orientasi 

maslahah memperluas makna kepatuhan syariah dari sekadar compliance-based menjadi 

outcome-based, yang lebih selaras dengan spirit substantif syariah. 

Implementasi pendekatan maslahah-oriented menuntut perubahan mendasar dalam 

tata kelola dan sistem evaluasi wakaf produktif. Diperlukan instrumen pengukuran dampak 

yang mampu menilai kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan 

aset, dan inklusivitas manfaat, serta mendorong partisipasi publik dalam penentuan prioritas 

program wakaf. Model-model wakaf produktif kontemporer seperti cash waqf dan self-

managed waqf menunjukkan bahwa integrasi antara kepatuhan syariah dan orientasi 

dampak bukanlah hal yang kontradiktif, melainkan saling melengkapi (Ascarya et al., 2022). 

Oleh karena itu, pergeseran menuju parameter penilaian berbasis maslahah tidak hanya 

memperkuat legitimasi syariah wakaf, tetapi juga meningkatkan relevansinya sebagai 

instrumen strategis pembangunan ekonomi umat yang adil dan berkelanjutan. 

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki posisi strategis sebagai 

instrumen ekonomi syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme filantropi, tetapi 

juga sebagai sarana aktualisasi maqāṣid al-syarī‘ah secara komprehensif. Berbeda dengan 

wakaf konsumtif yang bersifat statis, wakaf produktif dirancang untuk menciptakan nilai 

tambah ekonomi yang berkelanjutan sehingga mampu menopang perlindungan agama (ḥifẓ 

al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl) 
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secara simultan. Praktik wakaf produktif di berbagai negara, seperti pengelolaan wakaf Al-

Azhar Mesir, membuktikan bahwa wakaf dapat menjadi fondasi institusional bagi 

keberlanjutan pendidikan, layanan sosial, dan pengembangan ekonomi umat (Kasdi, 2018). 

Temuan ini menguatkan pandangan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah tidak hanya bersifat 

normatif-teologis, tetapi menuntut implementasi struktural melalui instrumen ekonomi yang 

berdampak nyata. 

Wakaf produktif berkontribusi signifikan terhadap pembangunan manusia melalui 

penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pendanaan wakaf untuk 

sekolah, universitas, rumah sakit, dan layanan sosial secara langsung mencerminkan 

perlindungan jiwa dan akal sebagai inti dari maqāṣid al-syarī‘ah (Alam et al., 2018); 

(Abdullah, 2018). Dalam konteks ini, wakaf produktif berperan sebagai jembatan antara 

ekonomi sosial Islam dan agenda pembangunan berkelanjutan, karena mampu menyediakan 

pembiayaan jangka panjang yang relatif stabil dan inklusif. Integrasi wakaf produktif dengan 

sektor pendidikan dan sosial juga memperkuat argumen bahwa instrumen filantropi Islam 

tidak boleh diposisikan sebagai pelengkap kebijakan negara semata, tetapi sebagai bagian 

dari ekosistem pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (Winarsih et al., 2019). 

Temuan konseptual ini juga mengungkap adanya keterbatasan pendekatan penilaian 

wakaf yang selama ini masih dominan berbasis sharia compliance. Pendekatan tersebut 

memang penting sebagai fondasi legal dan etis, tetapi cenderung berhenti pada aspek 

prosedural—seperti keabsahan akad, kehalalan aset, dan kepatuhan terhadap regulasi—

tanpa diikuti evaluasi sistematis terhadap dampak sosial dan ekonomi wakaf (Abdullah, 

2018). Akibatnya, tidak sedikit praktik wakaf yang sah secara fikih, tetapi belum optimal 

dalam menghadirkan kemaslahatan publik, bahkan berisiko mengalami stagnasi aset dan 

penurunan manfaat. 

Pembahasan ini menegaskan pentingnya pergeseran paradigma menuju penilaian 

wakaf berbasis maslahah-oriented impact. Pendekatan ini menempatkan kemaslahatan 

sebagai indikator utama keberhasilan wakaf, sejalan dengan substansi maqāṣid al-syarī‘ah 

dan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Wakaf tidak lagi hanya dinilai dari 

“sesuai atau tidaknya dengan syariah”, tetapi dari sejauh mana ia mampu mengurangi 

kemiskinan, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, menjaga keberlanjutan aset, serta 

mendorong keadilan ekonomi (Rusydiana et al., 2025). Model-model wakaf produktif 

kontemporer seperti cash waqf dan self-managed waqf menunjukkan bahwa orientasi 

dampak dapat berjalan seiring dengan kepatuhan syariah, bahkan saling memperkuat 

(Ascarya et al., 2022). 

 

Rekonstruksi Hukum dan Penguatan Tata Kelola Wakaf Produktif Berbasis Keberlanjutan 

Rekonstruksi hukum wakaf produktif menuntut pergeseran paradigma regulasi dari 

pendekatan administratif menuju kerangka hukum yang adaptif, responsif, dan berorientasi 

pada maqāṣid al-syarī‘ah. Regulasi wakaf di Indonesia masih menghadapi keterbatasan 

dalam mengakomodasi kompleksitas instrumen wakaf modern seperti wakaf saham, wakaf 

tunai, dan skema wakaf berbasis pasar keuangan. Padahal, dinamika ekonomi syariah global 

menuntut sistem hukum wakaf yang mampu menjawab tantangan resesi, ketimpangan 

ekonomi, dan kebutuhan pemberdayaan umat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, 

pembaruan hukum wakaf perlu diarahkan pada penguatan legitimasi instrumen wakaf 
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produktif serta penciptaan ekosistem hukum yang mendorong inovasi dan kolaborasi lintas 

sector (Siddiq et al., 2025). 

Selain aspek normatif, rekonstruksi hukum wakaf juga harus menegaskan pentingnya 

tata kelola wakaf produktif yang profesional, transparan, dan akuntabel. Studi empiris 

menunjukkan bahwa keberhasilan wakaf produktif sangat ditentukan oleh kapasitas naẓir 

dalam mengelola aset wakaf secara bisnis namun tetap berlandaskan prinsip kemaslahatan. 

Model wakaf korporat dan wakaf saham, misalnya, memiliki potensi besar dalam 

mendukung pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi umat, tetapi masih 

memerlukan dukungan regulasi yang lebih progresif agar mampu beradaptasi dengan 

dinamika ekonomi modern. Tanpa reformasi hukum yang jelas dan operasional, potensi 

wakaf produktif berisiko stagnan dan tidak optimal dalam mewujudkan keadilan sosial 

(Zaenurrosyid & Sholihah, 2024); (Huda & Santoso, 2020). 

Rekonstruksi hukum wakaf produktif harus mengintegrasikan prinsip pembangunan 

berkelanjutan melalui pendekatan fiqh bi’ah dan inovasi teknologi digital. Pengembangan 

wakaf berbasis konservasi lingkungan, seperti wakaf hutan, mangrove, dan ekosistem pesisir, 

menunjukkan bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan lingkungan 

sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi seperti 

crowdfunding, fintech, dan blockchain berperan penting dalam meningkatkan transparansi, 

efisiensi, serta partisipasi publik dalam pengelolaan wakaf. Dengan demikian, hukum wakaf 

yang direkonstruksi secara adaptif dan berkelanjutan tidak hanya menjaga nilai-nilai syariah, 

tetapi juga menjadikan wakaf sebagai instrumen strategis pembangunan sosial, ekonomi, dan 

ekologis secara terpadu (Wahyudin et al., 2025); (Jafar et al., 2025). 

Penguatan tata kelola kelembagaan wakaf merupakan prasyarat utama dalam 

optimalisasi wakaf produktif di tengah dinamika ekonomi syariah modern. Selama ini, 

kelemahan tata kelola wakaf tidak hanya bersumber dari aspek regulasi, tetapi juga dari 

keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola wakaf (nazhir). 

Tanpa tata kelola yang profesional dan akuntabel, wakaf berpotensi kehilangan fungsi 

strategisnya sebagai instrumen keuangan sosial Islam. Oleh karena itu, reformasi 

kelembagaan wakaf harus diarahkan pada penerapan prinsip good governance yang selaras 

dengan nilai-nilai syariah, mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan orientasi 

kemaslahatan umat (Ayub et al., 2025). 

Profesionalisasi nazhir menjadi elemen kunci dalam penguatan tata kelola wakaf 

produktif. Nazhir tidak lagi cukup dipahami sebagai pengelola administratif aset wakaf, 

melainkan sebagai manajer sosial-ekonomi yang dituntut memiliki kompetensi manajerial, 

keuangan, dan kewirausahaan syariah. Peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan 

berkelanjutan, sertifikasi, serta standar kompetensi nasional sangat penting untuk 

memastikan pengelolaan aset wakaf yang produktif dan berkelanjutan. Temuan empiris 

menunjukkan bahwa kelembagaan wakaf dengan nazhir profesional memiliki dampak sosial-

ekonomi yang lebih signifikan dibandingkan lembaga wakaf yang dikelola secara tradisional 

dan berbasis voluntarisme semata (Tanjung et al., 2025); (Ayub et al., 2025). 

Digitalisasi pengelolaan wakaf merupakan strategi transformasional untuk 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Pemanfaatan teknologi 

digital seperti sistem akuntansi digital, platform pelaporan daring, serta aplikasi keuangan 
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syariah terbukti mampu memperbaiki tata kelola fiskal dan memperkuat hubungan antara 

lembaga wakaf dan wakif. Digitalisasi juga memungkinkan pengelolaan data wakaf yang 

lebih sistematis, real-time, dan mudah diawasi oleh regulator. Dengan demikian, teknologi 

digital berfungsi sebagai instrumen penguatan kelembagaan sekaligus sarana mitigasi risiko 

penyalahgunaan aset wakaf ((S. A. Zainuddin et al., 2025); (S. A. B. Zainuddin et al., 2025).  

Lebih lanjut, integrasi profesionalisasi dan digitalisasi harus didukung oleh kerangka 

regulasi yang adaptif dan pro-inovasi. Regulasi yang mendorong penerapan prinsip tata 

kelola korporasi dalam lembaga wakaf, termasuk pemanfaatan teknologi mutakhir seperti 

blockchain dan indeks pengukuran kinerja wakaf, dapat memperkuat sistem monitoring dan 

evaluasi. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa sinergi antara regulasi yang kuat, 

manajemen profesional, dan digitalisasi mampu meningkatkan partisipasi publik serta 

memperluas dampak sosial wakaf. Dengan demikian, penguatan tata kelola kelembagaan 

wakaf bukan hanya agenda teknis, melainkan strategi struktural untuk menjadikan wakaf 

sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan (Nashirudin et al., 

2025). Jika Ibu ingin, saya bisa: meringkasnya menjadi 2 paragraf versi jurnal Q1, 

menyusunnya sebagai kerangka konseptual (theoretical framework), atau mengaitkannya 

langsung dengan maqāṣid al-syarī‘ah dan SDGs agar novelty makin kuat. 

Penguatan tata kelola kelembagaan wakaf merupakan faktor determinan dalam 

optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen keuangan sosial Islam. Temuan berbagai 

studi menunjukkan bahwa persoalan utama pengelolaan wakaf tidak hanya terletak pada 

keterbatasan aset, tetapi lebih pada lemahnya tata kelola kelembagaan yang belum 

sepenuhnya menerapkan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas. Kelembagaan wakaf 

yang masih dikelola secara tradisional cenderung mengalami stagnasi pemanfaatan aset dan 

rendahnya dampak sosial-ekonomi. Oleh karena itu, penerapan prinsip good governance 

yang sejalan dengan nilai-nilai syariah menjadi kebutuhan mendesak agar wakaf mampu 

berfungsi secara produktif dan berkelanjutan (Ayub et al., 2025). 

Profesionalisasi nazhir menjadi inti dari penguatan tata kelola wakaf produktif. Nazhir 

dituntut tidak hanya memahami aspek fiqh wakaf, tetapi juga memiliki kompetensi 

manajerial, keuangan, dan kewirausahaan syariah. Peningkatan kapasitas nazhir melalui 

pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, serta standar kompetensi yang terukur terbukti 

berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan aset wakaf. Studi menunjukkan bahwa 

lembaga wakaf dengan nazhir profesional mampu mengelola aset secara lebih produktif, 

transparan, dan berorientasi pada pencapaian dampak sosial yang terukur. Hal ini 

menegaskan bahwa keberlanjutan wakaf sangat bergantung pada kualitas sumber daya 

manusia pengelolanya (Tanjung et al., 2025). 

Di samping profesionalisasi, digitalisasi pengelolaan wakaf memainkan peran strategis 

dalam memperkuat tata kelola kelembagaan. Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem 

akuntansi digital, platform pelaporan daring, dan aplikasi pengelolaan wakaf, mampu 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf. Digitalisasi juga 

mempermudah pengawasan, memperkuat hubungan dengan wakif, serta meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Dengan sistem digital yang terintegrasi, 

pengelolaan wakaf menjadi lebih efisien dan terukur, sehingga dapat meminimalkan risiko 

penyalahgunaan aset wakaf (S. A. B. Zainuddin et al., 2025); (S. A. Zainuddin et al., 2025). 
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Efektivitas profesionalisasi dan digitalisasi wakaf sangat dipengaruhi oleh dukungan 

regulasi yang adaptif dan pro-inovasi. Kerangka hukum yang mendorong penerapan tata 

kelola korporasi, pemanfaatan teknologi digital, serta sistem evaluasi kinerja kelembagaan 

wakaf menjadi fondasi penting dalam modernisasi wakaf. Pengalaman empiris menunjukkan 

bahwa sinergi antara regulasi yang kuat, manajemen profesional, dan transformasi digital 

mampu meningkatkan partisipasi publik serta memperluas dampak sosial-ekonomi wakaf. 

Dengan demikian, penguatan tata kelola kelembagaan wakaf tidak hanya bersifat teknis-

administratif, tetapi merupakan strategi struktural untuk menjadikan wakaf sebagai 

instrumen pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kemaslahatan umat (Johari et 

al., 2024). 

 

KESIMPULAN  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf produktif merupakan instrumen strategis 

dalam hukum ekonomi syariah yang mampu mengaktualisasikan maqāṣid al-syarī‘ah secara 

komprehensif apabila dikelola secara produktif dan berorientasi pada kemaslahatan. 

Integrasi wakaf produktif dengan prinsip pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa 

wakaf dapat berkontribusi nyata pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, 

optimalisasi peran tersebut memerlukan rekonstruksi hukum wakaf yang adaptif, penguatan 

tata kelola kelembagaan, profesionalisasi nazhir, serta pemanfaatan inovasi keuangan syariah 

dan teknologi digital. Rekonstruksi hukum wakaf yang berorientasi pada maslahah-oriented 

impact menjadi kunci agar wakaf produktif tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga 

efektif dalam mendorong keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. 
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